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Abstrak

Peran perempuan termarginalisasi dalam ruang politik, ekonomi, dan sosial.
Perempuan menjadi tidak berdaya akibat otoritas keagamaan dan struktur sosial yang
represif. Perempuan cenderung menerima ketidakadilan dalam posisinya sebagai
bagian dari masyarakat. Integrasi teori feminisme dan teori pekerjaan sosial
membentuk teori feminisme radikal yang digunakan sebagai analisis ketidaksetaraan
gender dalam politik ekonomi global. Kecenderungan perempuan terhadap pilihan
ideologi fundamentalis-radikal dapat disebabkan oleh faktor kemiskinan dan
kekurangan finansial.

Abstract

The role of women marginalized in the political space, economic, and social. Women to
be helpless due to religious authority and repressive social structures. Women tend to
accept the injustice in his position as part of the community. The integration of feminist
theory and the theory of social work theory form a radical feminism that is used as a
political analysis of gender inequalities in the global economy. The tendency of women
to the option-radical fundamentalist ideology can be caused by poverty and lack of
financial factors.

Keywords: feminisme, fundamentalisme-radikal, teori pekerjaan sosial, politik ekonomi
global

! Dipublikasikan pada Jurnal Equalita Tahun 2011, Pusat Studi Gender IAIN Syekh Nurjati Cirebon



Pendahuluan

Islam menganggap perempuan sebagai entitas penting dalam kehidupan manusia.
Ada banyak bukti dari teks al-Qur’an dan hadits yang menyebutkan tentang peran
wanita bagi perkembangan kehidupan manusia. Menurut al-Qur'an, perempuan memiliki
kewajiban yang sama seperti laki-laki (QS. 9:71). Sayyid Quthb' memberikan argumen
bahwa sifat masyarakat Islam menunjukkan adanya kesatuan dan hidup bersama-sama
sebagai satu komunitas. Semua Muslim, pria dan wanita memiliki peran yang sama
untuk saling membantu dalam melaksanakan kebaikan dan mencegah kejahatan. Para
wanita, berdasarkan fakta-fakta di atas memiliki hak dan posisi yang sama dengan laki-
laki. Islam tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dengan adanya
kewajiban yang sama dalam memberikan berkontribusi terhadap agama.

Fakta lain menunjukkan peran perempuan ini termarginalisasi dalam ruang
politik, ekonomi, dan sosial. Perempuan menjadi tidak berdaya akibat otoritas
keagamaan dan struktur sosial yang menganggap rendah dan sama sekali tidak memiliki
peran apapun dalam kehidupan sosial. Perempuan cenderung menerima ketidakadilan
dalam posisinya sebagai bagian dari masyarakat. Dalam bidang politik, perempuan tidak
mampu berperan secara siginifikan, padahal dijadikan mesin pendulang suara dalam
proses mekanisme kepemimpinan. Dalam bidang ekonomi, pekerjaan perempuan dan
pendapatan yang diperolehnya tidak banyak mencukupi kebutuhan hidup. Di bidang
pendidikan, perempuan tidak memiliki akses bahkan cenderung berpendidikan rendah
dengan pilihan menjadi ibu rumah tangga. Berbagai masalah gender tersebut antara lain
dipengaruhi politik ekonomi negara dalam mendesain peran perempuan di tengah-tengah
publik, terutama di negara-negara yang masih mengalami “kolonisasi” akibat kebijakan
politik internasional, dan tidak memiliki kemandirian secara politik dan ekonomi,
ataupun negara yang sedang mengalami transformasi dalam mewujudkan identitas
kebangsaaannya.

Pada beberapa negara muslim, ketidakberdayaan perempuan ini dicermati
dengan perlunya suatu gerakan pembebasan atas ketidakberdayaan dan ketidakadilan

terhadap perempuan. Di antara mereka mengadopsi sistem nilai fundamentalis Islam



yang membawa gerakan ini sebagai bentuk radikalisme yang mempromosikan
ketidaksetaraan berbasis gender, sedangkan gerakan-gerakan lainnya menganggap
pentingnya kesetaraan gender dalam ruang publik.

Karena itu, tulisan ini akan mengeksplorasi bagaimana agama sebagai basis
ideologi yang menumbuhkan gerakan radikal sebagai bagian dari teori feminis. Analisis
politik ekonomi menjadi bagian penting ketika digunakan untuk menjelaskan posisi
perempuan di ruang publik dan dimensi pendidikan yang memiliki peran utama dalam
mempolakan suatu gerakan keagamaan, termasuk radikalisme di kalangan perempuan.
Asumsi ini berawal adanya faktor-faktor penentu ekonomi bagi perempuan yang terlihat
dalam bidang pekerjaan untuk memperoleh finansial. Faktor lainnya, kurangnya
kesempatan ekonomi merupakan prediktor kuat sistem keyakinan fundamentalis-radikal
dari kelas sosial ekonomi. Persoalan-persoalan inilah yang berimplikasi terhadap
munculnya fundamentalisme-radikal yang diwakili perempuan dalam memperjuangkan

hak-hak perempuan.

Fundamentalisme dan Gerakan Radikal: Tipologi Teori Feminist Social Work’
Secara faktual, radikalisme Islam merupakan fenomena historis-sosiologis yang
menjadi isu utama dalam wacana politik dan peradaban global akibat kekuatan media
yang memiliki potensi besar dalam menciptakan persepsi masyarakat dunia.' Banyak
label-label yang diberikan oleh kalangan Eropa Barat dan Amerika Serikat untuk
menyebut gerakan Islam radikal, dari sebutan kelompok garis keras, ekstrimis,
militan, Islam kanan, fundamentalisme sampai terrorisme.>
Sejak akhir abad ke-20, menurut Almond, et.al., kebangkitan praktik keagamaan
dalam bentuk fundamentalisme telah digambarkan sebagai "sejarah serangan balik" oleh
tradisi keagamaan yang berusaha untuk memperlambat penyebaran sekularisasi dan
mengurangi dampak negatif yang dirasakan dari kehidupan modern.* Dalam konteks
feminisme, menurut Kaplan,” sistem kepercayaan fundamentalis biasanya istilah untuk
kembali ke "zaman keemasan" dari beberapa masyarakat atau agama, ketika hampir
tanpa pengecualian, laki-laki menikmati kekuasaan sosial dan ekonomi yang cukup

besar dan hegemonik atas perempuan.



Namun demikian, Timur Kuran® menggambarkan bahwa gerakan fundamentalis
ini tidak hanya mundur dalam melakukan pencarian identitas, melainkan juga mereka
memiliki agenda politik yang berusaha untuk mengembalikan "kebajikan sosial yang
hilang" di tengah masyarakat kontemporer secara spesifik dan tidak setara yang
berimplikasi terhadap kebebasan dan keuntungan yang diberikan kepada laki-laki dan
perempuan.

Dalam konteks politik global, fundamentalisme Islam dapat dihubungkan dengan
realitas politik internasional maupun pemikiran dibalik realitas itu, atau diungkap
Samuel Huntington’ sebagai clash of civilizations, yang cukup mempengaruhi asumsi
dan opini politik global pasca-Perang Dingin. Menurut Huntington,® fundamentalisme
Islam pada umumnya diidentikkan dengan gerakan politik Islam, padahal ia hanyalah
salah satu komponen dari kebangkitan Islam yang lebih luas. Kebangkitan-kebangkitan
tersebut mencakup ide-ide, prektik-praktik, retorika, dan pengembalian ajaran Islam
pada sumber-sumber aslinya, al-Qur’an dan Hadis yang dilakukan oleh umat Islam.
sedangkan menurut pandangan Oliver Roy,”’ kemunculan fundamentalisme agama,
bukan sekedar reaksi terhadap modernisasi, melainkan produk dari modernisasi itu
sendiri.

Berbeda dengan tokoh sebelumnya, Bassam Tibi'® menilai bahwa apapun garis
perjuangannya, fundamentalisme bukan ekspresi dari kebangkitan agama, tetapi lebih
merefleksikan ideologi semu yang berasal dari agama untuk memperbaiki dunia,
sehingga jelas bertujuan politis. Tujuan mereka adalah islamisasi politik, untuk
menggantikan tatanan dunia Barat yang sudah tidak lagi mereka percayai, yang didasari
pada prinsip politik Islam, tentunya Islam yang telah mereka interpretasi.

Adapun radikalisme merupakan gerakan yang berpandangan kuno dan
sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Pada sisi lain,
Islam merupakan agama yang menekankan pentingnya sikap berdamai dan
komitmen atas terciptanya perdamaian.'' Islam tidak pernah membenarkan praktek
penggunaan kekerasan dalam menyebarkan agama, paham keagamaan, serta paham
politik, termasuk juga pemahaman yang mengarahkan pada penindasan dan

marginalisasi gender.



Meskipun demikian, fakta yang ada tidak bisa dibantah bahwa dalam
perjalanan sejarahnya ada kelompok-kelompok Islam tertentu yang menggunakan
jalan kekerasan untuk mencapai tujuan politis atau mempertahankan paham
keagamaannya secara kaku yang dalam bahasa peradaban global sering disebut
kelompok radikalisme Islam.

Jadi, istilah radikalisme lebih tepat digunakan dalam arti kelompok garis
keras, yang berbeda dengan istilah fundamentalisme yang mengandung makna
interpretable. Dalam tradisi pemikiran teologi keagamaan, fundamentalisme
merupakan gerakan untuk mengembalikan seluruh perilaku dalam tatanan
kehidupan umat Islam kepada al-Qur’an dan Hadits.'? Istilah ini dapat dimaknai
sebagai kelompok revivalis Islam, suatu kelompok yang berkeyakinan untuk
menghidupkan kembali ajaran Islam pada masa Nabi. Namun, istilah
fundamentalis juga terkadang disamakan dengan gerakan radikalisme. Penulis
dalam tulisan ini akan menggunakan istilah fundamentalisme-radikal untuk
mengkompromikan perbedaan makna dari kedua istilah ini.

Secara aplikatif, Islam fundamentalis ini telah melakukan serangkaian gerakan
dengan tuntutan yang luar biasa ketat bagi ruang gerak perempuan. Selain keyakinan
khas ideologi fundamentalis yang mendukung laki-laki atas perempuan dalam
kesempatan kerja dan pendidikan, gerakan keagamaan ini lebih menggunakan
kepercayaan tersebut sebagai dasar untuk praktek-praktek seperti jilbab, khitan
perempuan, dan aksi radikal lain dalam bentuk kekerasan atau teror seperti pembunuhan
massal.”?

Beberapa kondisi tersebut justru memiliki banyak dukungan perempuan muslim
dan mengidentifikasi berbagai gerakan fundamentalis sosial dan politik yang
mengekspresikan praktik-praktik dan kepercayaan mereka, dan sering secara sukarela
berpartisipasi dalam bentuk praktek-praktek sendiri. Yang menarik dari gerakan
fundamentalis gender ini berupa adanya adopsi kalangan perempuan terhadap sistem
nilai yang justru membatasi aktivitas sosial mereka, partisipasi politik, dan ekonomi,

bahkan secara ekstrim dapat mengakibatkan bahaya fisik bagi mereka.



Gerakan feminis radikal dapat dianalisis dalam konteks teori pekerjaan sosial
(social work) dalam merepons arus globalisasi ekonomi yang mempengaruhi peran dan
masa depan perempuan. Feminisme yang beraliansi dengan teori ini memiliki paradigma
sendiri, yaitu feminist social work (pekerjaan sosial feminis).'* Menurut Dominelli,
gerakan yang muncul sejak tahun 1970-an ini bergerak dalam bidang organisasi sukarela
dan aksi masyarakat yang kemudian mengembangkan lingkup gerakannya pada bidang
pekerjaan sosial lainnya, seperti konseling, terapi organisasi, terapi kelompok, analis
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kebijakan sosial, dan penelitian pekerjaan sosial. ~ Gerakan ini dapat ditipologikan

menjadi feminis liberal, sosial, dan radikal yang menyebabkan terjadinya class about
welfare. °

Menurut Dominelli,'” setiap gerakan feminis memiliki paradigma tersendiri
terkait fokus utamanya pada ketidakadilan dan penindasan perempuan. Setiap aliran ini
memiliki strategi dan pendekatan masing-masing dalam mengeliminasi ketidakadilan
gender ini. Keberagaman aliran feminisme ini, menurut Edi Suharto,'® menunjukkan
bahwa feminisme cukup terbuka dalam merespon setiap kritik yang diarahkan oleh teori-
teori lain, bahkan memiliki paradigma yang cair dan tidak dogmatis.

Liberalisme mengusung paradigma welfare state yang menekankan kebebasan
individu dalam ruang publik, namun pemerintah memiliki peluang dengan menciptakan
distribusi pendapatan secara merata, stabilisasi mekanisme pasar, dan penyediaan
barang-barang publik. Saulnier'” memandang bahwa teori feminis liberal menekankan
pentingnya kesetaraan perempuan dengan laki-laki yang selama ini telah dilanggar
masyarakat. Tokoh-tokoh pendukung teori ini seperti John Stuart Mill, Harriet Taylor,
Anna Julia Copper, dan Fannie B. Williams. Peran wanita perlu diperhitungkan dan
dimasukkan dalam struktur tanpa merubah struktur itu sendiri. Karena itu, perempuan
memiliki kesempatan yang luas dalam pendidikan sebagai basis penting dalam
melakukan perubahan sosial, penguatan perwakilan perempuan dalam ruang publik, dan
kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi agar mencapai kemandirian. Teori ini
menempatkan pentingnya program-program pencegahan dan pengembangan kesempatan

dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.



Sosialisme menentang paradigma welfare state yang membatasi peran
pemerintah dan menekankan perubahan pada setiap individu dan kelompok. Laki-laki
dan perempuan memiliki peran penting dalam memelihara keluarga, hanya tugas
masing-masing yang secara tradisional membedakannya. Menurut Saulnier, > teori
feminis sosialis ini menganjurkan agar perempuan tidak masuk dalam analisis kelas dan
berhak atas pembayaran dari pekerjaan rumah yang dilakukannya dalam bentuk
pekerjaan domestik. Teori ini menempatkan pula pentingnya pembentukkan kelompok-
kelompok swadaya dan serikat pekerja berdasarkan analisis gender dan kelas. Karena
demikian, upaya yang dapat dilakukan antara lain melibatkan pelayanan langsung dan
rehabilitasi sosial-klinis untuk membantu orang agar dapat beradaptasi dengan
lingkungan sosialnya. Tokoh aliran feminis ini seperti Marx dan Engels.

Adapun radikalisme memiliki asumsi bahwa masalah sosial menjadi situasi yang
tidak terhindarkan dan selalu ada dalam sistem yang membedakan kelas, jenis kelamin,
dan ras karena menciptakan ketidakadilan gender akibat perbedaan status sosial. Dalam
analisis Saulnier, ' teori ini menekankan pentingnya kemandirian wanita dalam
ekonomi, menentang hak-hak seksual laki-laki atas perempuan, dan menyerang
justifikasi keagamaan yang menindas wanita. Di samping itu, karena rakyat sendiri harus
berjuang dan menguasai sumber-sumber, maka sistem sosial, politik, ekonomi harus
dirubah dan direstrukturisasi secara menyeluruh. Karena itu, perubahan lingkungan
secara aktif sangat penting, merancang advokasi-advokasi kelas dan aksi sosial-politik.
Para tokoh pendukung teori ini seperti Marry Wollstonecraft dan Elizabeth Cuddy
Stanton.

Meskipun ketiga teori feminis tersebut memiliki paradigma dan pendekatan yang
berbeda, namun ada beberapa kesamaan dalam memandang persoalan gender, seperti
menjunjung hak asasi wanita untuk terbebas dari penindasan, memberikan kesempatan
pada wanita untuk berbicara atas dirinya sendiri, bersikap mandiri, dan melakukan
perubahan, memetakan solusi-solusi kolektif yang menghargai individualitas dan
keunikan setiap wanita, mengintegrasikan teori dan praktek, menghargai kontribusi

wanita, dan mengunakan pengalaman-pengalam wanita dalam memahami realitas sosial.



Radikalisme Gender dan Politik Ekonomi Global

Sekarang ini perempuan di negara-negara muslim memiliki salah satu pilihan,
yaitu memegang keyakinan fundamentalis sekaligus menjadi masalah yang kompleks
dan multifaces. Sebagai analisis, dapat dilakukan perbandingan antara bentuk perempuan
pekerja ekonomi dan sosial yang dihadapkan dengan paham keagamaan fundamentalis
vs sekuler. Dalam pemahaman tersebut, faktor-faktor primer sangat menentukan,
terutama terkait dengan tekanan ekonomi yang berdampak besar dan signifikan terhadap
sistem ideologi gender tentang agama, politik, dan peran perempuan dan statusnya
dalam memaknai kitab suci. Ideologi feminis yang radikal dengan berbagai peluang
yang ada boleh jadi tumbuh subur akibat keterbatasan sumber-sumber ekonomi,
kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang menyebabkan pengangguran, akses
pendidikan yang minimal, atau faktor kemiskinan yang justru menyebabkan perempuan
untuk memilih sistem keyakinan dengan ideologi fundamentalis-radikal. Secara
kualitatif, tentunya perlu rekonstruksi terhadap faktor-faktor penyebab bagi perempuan
dalam menentukan sistem ideologi keagamaannya.

Secara umum, fundamentalisme-radikal merupakan suatu sistem kepercayaan
komposit yang mencakup dua dimensi yang luas, yaitu pertama, preferensi yang
konsisten dengan pandangan dunia yang secara sistematis tradisionalis memunculkan
hegemoni laki-laki atas perempuan, dan kedua, kesalehan pribadi dan komitmen atas
integrasi politik dan agama yang konsisten dengan nilai-nilai Islam yang konservatif. %

Para peneliti ilmu-ilmu sosial, seperti Esposito, Natchwey dan Tessler, >
menemukan bahwa adanya dukungan massa bagi fundamentalisme sebagai gerakan
sosial politik yang luas, khususnya di kalangan generasi komunitas perkotaan. Hal
penting terutama pada keperluan identifikasi atas pemahaman faktor-faktor penentu
fundamentalisme yang sangat relevan untuk memahami politik ekonomi global, dan
eksplorasi berbagai motif yang menyuburkan fundamentalisme dalam berbagai kondisi
budaya sebagai aksi atas realitas sosial yang ada dan tentunya pula, perlawanan terhadap
pemahaman keagamaan dan penguasa yang otoriter. Dengan demikian, faktor ekonomi
dapat menjadi penentu atas munculnya gerakan fundamentalis-radikal dibandingkan

dengan sistem yang dibentuk dan diatur melalui kebijakan pemerintah.



Fundamentalisme mengacu pada setiap gerakan sosial-politik yang
mengharuskan pengikutnya memiliki kepatuhan total terhadap doktrin untuk disebut
'fundamental', dan memiliki motivasi tinggi dalam melakukan tugas-tugas ilahi yang
transendental dan membumi.?* Sedangkan menurut Antropolog, sosiolog, ilmuwan
politik, dan ulama menegaskan bahwa fundamentalisme dan dukungan untuk praktik
fundamentalis telah mengalami kebangkitan di akhir abad ke-20 sebagai bentuk neo-
traditionalisme dalam budaya yang beragam dan mengakar dalam suatu proses sosial,
ekonomi, dan politik.”’

Kemunculan fundamentalisme dalam pandangan Marty & Appleby?® hadir di
tengah modernisasi yang cepat, sekularisasi, dan urbanisasi penduduk pedesaan
tradisional yang mengakibatkan mereka menjadi semakin terputus dari masa lalu yang
lebih religius. Fundamentalisme memberikan kritik atas adanya kesulitan ekonomi dan
kemunduran masyarakat akibat sekularisasi dan liberalisasi. Sehubungan dengan norma-
norma gender, populasi urban bagi masyarakat baru mengalami kesulitan untuk
menerima perubahan peran yang dimainkan oleh perempuan yang disertai dengan isu-
isu modernitas, khususnya sebagai perempuan yang mulai bekerja di sektor non-
tradisional.

Dalam pandangan Kaplan, gerakan ini bereaksi negatif terhadap pembebasan
sosial dan ekonomi perempuan, terutama pola perubahan pada relasi laki-laki dan

perempuan di daerah perkotaan, %’

suatu fenomena yang dihasilkan dari apa yang
umumnya dijelaskan (untuk berbagai derajat) sebagai Islamisme, fundamentalisme,
wahabisme, atau puritanisme, di mana Islam tradisional atau apa yang dianggap
tradisional Islam dinilai dan naik posisi menjadi "status suci".”®

Analisis Khaled Abou Fadl” menunjukkan bahwa salah satu aspek yang paling
traumatis dari gerakan puritanisme Islam adalah efeknya pada perempuan, sebagai
muslim yang berusaha untuk meningkatkan perasaan mereka menjadi “terberdaya” di
dunia modernisasi. Gerakan-gerakan puritan disesuaikan dengan martabat perempuan
yang menjadi simbol kehormatan untuk pria, dan cara termudah dan paling efektif untuk
membuktikan legitimasi tradisionalis seseorang adalah dorongan untuk menetapkan UU

yang ketat untuk perempuan.



Fundamentalisme semakin memusatkan perhatian pada isu-isu moralitas,
terutama karena mereka berhubungan dengan reputasi dan kesucian perempuan yang
terkait dengan status laki-laki berupa kehormatan. Hawley *° berpendapat bahwa
kelompok fundamentalis cenderung terintimidasi oleh otonomi perempuan dan merasa
bahwa menjalankan kekuasaan atas wanita tetap menjadi salah satu dari sedikit aspek

yang mengarahkan seseorang bisa melakukan kontrol dan membuktikan otoritasnya.

Fundamentalisme-Radikal sebuah Pilihan Perempuan

Persoalan penting terkait dengan pilihan rasional seorang perempuan untuk
mengadopsi paham keagamaan fundamentalis-radikal. Analisis yang dibuat Hardacre®'
telah mengidentifikasi sejumlah alasan ekonomi dan budaya yang mungkin menjadi
faktor penyebabnya, antara lain (1) takut dislokasi, sering dikaitkan dengan sentimen
anti-kolonialis, (2) untuk mendapatkan upah yang cukup sebagaimana pekerja laki-laki,
(3) kurangnya pendidikan dan informasi mutakhir, (4) keprihatinan atas sikap hegemoni
laki-laki yang cenderung non-konformitas dan selalu dita’ati, (5) takut terhadap kerkaan
Allah, dan (6) kesulitan membuat pilihan terhadap kondisi yang tidak dapat dielakkan.
Dalam pandangan Mernissi *> dan Piscatori, > faktor-faktor tersebut cenderung
menekankan aspek-aspek budaya dan politik dari kemunculan fundamentalisme.

Kajian terbaru oleh para ilmuwan politik dengan analisis pada basis kelembagaan
dan ekonomi mengarahkan ketidaksetaraan gender pada dukungan bagi norma-norma
politik patriarkis dan kebijakan politik konservatif. Iverson dan Rosenbluth **
berpendapat bahwa penerimaan norma-norma patriarkis terikat pola dalam pembagian
kerja menurut jenis kelamin, dengan masyarakat yang didasarkan pada pertanian dan
padat karya yang cenderung menguntungkan laki-laki atas perempuan. Hal ini konsisten
dengan temuan Edlund dan Pande® dan Edlund, Haider, dan Pande®® yang menunjukkan
bahwa kesulitan ekonomi berkaitan dengan tingkat perceraian yang lebih tinggi,
sehingga menyebabkan perempuan dalam tatanan demokrasi meningkatkan peran untuk
mendukung politisi berhaluan kiri.

Teori dan bukti berikut ini akan memperkuat kepentingan dalam determinan

ekonomi dari keyakinan dan orientasi ideologis gender di dunia Muslim. Bukti yang
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mendukung motivasi ekonomi bagi kalangan perempuan dalam memegang ideologi
fundamentalis tidak selalu menghalangi perempuan lainnya dengan alasan non-ekonomi.
Dalam hal ini, apakah faktor kemiskinan menjadi pemicu bagi kemunculan ideologi
fundamentalis di kalangan perempuan ?

Faktor kemiskinan dapat melahirkan ideologi fundamentalis dan fakta
menunjukkan bahwa kemiskinan tersebut memunculkan komunitas demografis yang
paling terpengaruh oleh fenomena ini. Deprivasi relatif dan keputusasaan akibat hidup
mikin sebagai sumber frustrasi bagi kalangan muslim. Shimon Peres, dalam visinya
tentang "Timur Tengah Baru" berpendapat bahwa fundamentalisme merupakan protes
terhadap kepemilikan orang lain yang memicu kasus bahwa kemiskinan menyediakan
lahan subur bagi sistem ideologi fundamentalis.*’

Dalam pandangan Almond, et.al.,’® mekanisme kausal dianggap bahwa keadaan
ekonomi yang buruk mungkin menciptakan sikap dan keluhan di antara kelompok-
kelompok tertentu dalam populasi, atau paling tidak kecenderungan mereka terhadap
argumen-argumen, tema-tema, dan praktek-praktek fundamentalis.

Meskipun demikian, isu-isu kemiskinan justru berbanding terbalik dan tidak
menjadi faktor penentu bagi ideologi fundamentalis. Contoh kelaparan yang terjadi di
Bangladesh tidak menyuburkan ideologi fundamentalis, dibandingkan dengan Arab
Saudi yang kaya minyak justru ideologi fundamentalis dan dukungannya cenderung
meningkat. Booming ekonomi tidak menjadi faktor perlawanan terhadap
fundamentalisme bahkan mungkin menyuburkan ideologi ini. Fakta lain, meskipun
standar hidup terus meningkat di seluruh dunia Islam selama abad ke-20, namun
dukungan untuk fundamentalisme juga meningkat.

Studi lain tentang fundamentalisme mengarah pada identifikasi diri ideologi ini
pada tingkat individu telah memotong garis sosial ekonomi. Hasil penelitian Mahmood®’
memberikan informasi bahwa selama field study tentang gerakan Islam di Mesir,
menemukan identitas perempuan dari berbagai latar belakang sosial ekonomi yang
didukung Islamisme, berbeda dengan kebijakan konvensional yang memberikan

dukungan terhadap Islam muncul hanya dari kalangan orang miskin.
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Moghadam 40 juga menekankan bahwa preferensi fundamentalis bukan
merupakan fungsi dari kelas di kalangan wanita. Sa’ad Eddin, sosiolog Mesir, seperti
dikutip Ibrahim *' telah menunjukkan pula bahwa ekstrimis Islam cenderung
berpendidikan, memiliki mobilitas tinggi sebagai pria muda, bukan penghuni daerah
kumuh, sebagaimana stereotif yang muncul selama ini. Bahkan, misalnya, anggota
Ikhwanul Muslim di seluruh dunia Islam banyak yang berprofesi sebagai dokter,
pengacara, dan insinyur. Meskipun hal ini tidak jelas, namun secara individu dan
kelompok pemimpin gerakan fundamentalis ini akan memiliki jaringan yang luas jika
berasal dari kalangan akademis, dibandingkan pemimpin yang berlatarbelakang berbeda.
Secara umum, sekarang ini dukungan bagi fundamentalisme juga berkaitan secara
khusus dengan preferensi dan keyakinan seorang muslim, sementara kalangan muslimah
mungkin menghadapi serangkaian kendala dan tantangan dalam sistem ideologis yang
dianut sebelumnya.

Asumsi kedua terkait dengan pilihan gender terhadap ideologi fundamentalis-
radikal berupa kekurangan finansial. Ketersediaan keuangan amat menentukan untuk
kehidupan seorang perempuan. Harapan perempuan biasanya memiliki pasangan yang
sudah bekerja dan bukan pengangguran. Menurut Hoodfar, hal ini sangat
menguntungkan apalagi didukung dengan sumber daya ekonomi yang tersedia dan
kondisi pasar yang stabil dan menguntungkan, yang mendorong wanita mencari
pekerjaan di luar rumah. ** Sebaliknya, dalam keadaan ekonomi yang kurang
menguntungkan, bagaimanapun juga pernikahan dapat berfungsi sebagai pengganti
ekonomi bagi pekerjaan yang dibayar dalam angkatan kerja.

Lebih lanjut, Hoodfar*> mengungkapkan, bahwa wanita dengan sistem ideologi
fundamentalis memiliki nilai sendiri dalam konteks pernikahan. Pernikahan di negara
mayoritas muslim, khususnya di kalangan non-elit, dipandang sebagai kontrak antara
dua pihak dan mungkin pengaturan ekonomi tunggal di mana perempuan akan
berkomitmen sehidup-semati.

Penelitian yang dilakukan Rugh** mengidentifikasi bahwa pemilihan pasangan
pengantin memiliki nilai sangat penting. Kehidupan keluarga di Mesir menunjukkan

bahwa pasangan menjadi mitra potensial yang memiliki hak mengatur kualifikasi, dan
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terutama perempuan harus mencerminkan hal yang baik pada reputasi publik dari. Di
antara ciri-ciri yang paling sangat dihargai bagi pasangan pengantin adalah kesalehan
dan tradisionalisme. Menurut Watson, konservatisme moral, kehidupan sederhana, dan
perilaku keagamaan dianggap sebagai kualitas penting di semua tingkat masyarakat dari
komunitas perempuan di Kairo, komunitas perempuan di daerah kumuh yang dikenal
sebagai Kota Orang Mati*> sampai kalangan perempuan menengah dan kelas atas Mesir.

Dalam analisis Moghadam, muslim kontemporer menilai bahwa keluarga adalah
unit dasar dari masyarakat dan ibu memiliki peran kunci dalam sosialisasi anak-anak,
terutama dalam meningkatkan komitmen sebagai muslim dan transmisi nilai-nilai
buday.* Status wanita, terutama ditentukan oleh kemampuannya untuk menjadi seorang
istri dan ibu yang baik.*’

Para antropolog, seperti disinyalir Almond, dkk.*® melaporkan bahwa perempuan
fundamentalis, secara umum, yang didedikasikan untuk kepentingan utama dan
peningkatan struktur sosial patriarkis, dan mereka berkeyakinan bahwa pembentukan
moral anak-anak terhadap pengaruh masyarakat sekuler adalah tugas seorang ibu yang
utama. Karena demikian, kepatuhan terhadap nilai-nilai konservatif cenderung
meningkatkan motivasi perkawinan seorang perempuan.

Pada saat yang sama, kemampuan perempuan untuk memperoleh posisi tertentu
dalam ruang publik juga bergantung pada penerimaan preferensi dalam cara yang justru
sebaliknya. Sinyal eksternal berupa kesalehan yang mungkin membantu perempuan
dalam perkawinan justru sebenarnya dapat memarginalisasi mereka ketika mencari
pekerjaan. Banyak peluang kerja namun memiliki syarat “belum menikah”.

Pandangan Barsoum®’ menunjukkan bahwa pendidikan tinggi bukanlah kondisi
yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di Mesir, pengusaha juga berfungsi
sebagai “penjaga gerbang” dalam kompetisi individu-individu yang progresif dalam
posisi pekerjaan pada perusahaan multinasional. Sebagai contoh, secara terselubung
perempuan di Mesir telah menjadi subyek diskriminasi atas pekerjaan komersial, seperti
media televisi, iklan, perhotelan, dan segmen lain dari pasar pariwisata,”” dan juga
perusahaan asing sering memiliki kebijakan tidak tertulis untuk tidak mempekerjakan

wanita berjilbab.”!
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Perempuan dengan kelas sosial ekonomi yang lebih tinggi dapat memegang
keyakinan fundamentalisme, sebagaimana beberapa dukungan kuat bagi gerakan Islam
adalah wanita berpendidikan, seperti dokter dan dosen, yang mungkin melihat peluang
adanya kesempatan kerja yang bergengsi dengan menyediakan layanan tingkat tinggi
pada perempuan lain dalam aspek gender,’”atau untuk melayani dalam kapasitas
kepemimpinan bagi gerakan massa Islam. Hal ini juga menurut Moghadam, konsisten
dengan pengamatan bahwa tingkat tertinggi masyarakat dari beberapa negara Arab telah
melihat peningkatan polarisasi ideologi antara sekularis-garis keras dan tradisionalis-
ekstrim.”

Dengan demikian, ketertarikan perempuan untuk memilih ideologi fundamentalis
dapat diamati dari beberapa faktor penyebabnya antara lain kemiskinan dan kekurangan
finansial dalam kehidupan mereka. Tentunya, ideologi fundamentalis-radikal akan
berkembang bila perempuan sebagai anggotanya memiliki kondisi keuangan yang baik
dengan pendidikan tinggi yang dimilikinya. Namun penjelasan sebelumnya
menunjukkan tidak ada parameter yang pasti dari faktor-faktor penyebabnya untuk
mengukur keterlibatan gender dalam berbagai gerakan fundamentalis. Ini bermakna
bahwa di negara-negara muslim atau mayoritas muslim kecenderungan perempuan
berpihak pada fundamentalisme lebih disebabkan faktor psikologi, ekonomi, politik, dan
budaya tergantung pada seberapa besar masing-masing akan mempengaruhi kondisi

perempuan tersebut.

Penutup

Islam memberikan peluang kepada perempuan untuk “membebaskan diri” secara
mandiri dari ketidakadilan dan marginalisasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang
mengikatnya. Upaya pembebasan diri dari ketidaksetaraan gender ini tumbuh dan
berkembang menjadi suatu ideologi fundamentalis-radikal dalam memperjuangkan hak-
hak pembebasannya. Keterlibatan gender dalam pergumulan fundamentalis bisa
disebabkan akibat faktor kemiskinan dan kekurangan finansial, dan tentunya masih
banyak faktor penyebab lainnya. Dalam hal ini, gerakan feminis radikal mengarahkan diri

pada penciptaan situasi yang menempatkan perempuan dalam ruang publik tanpa perlu
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mengganti struktur yang ada. Karena itu, bagi feminisme-radikal ini perubahan
lingkungan secara aktif sangat penting dengan merancang advokasi-advokasi kelas dan

aksi sosial-politik.
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